SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2000

Menimbang :

a.

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa ketentuan Retribusi Izin Gangguan telah diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 20 00 tentang
Retribusi Izin Gangguan;

bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2017, disebutkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 50/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, disebutkan Pemerintah
Daerah  Kabupaten/Kota diminta segera melakukan
pencabutan Peraturan daerah terkait dengan izin gangguan
dan pungutan retribusi izin gangguan sejak Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ditetapkan,
serta tidak melakukan pemungutan retribusi izin gangguan
karena menghambat iklim investasi di daerah;
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bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan c, maka Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dicabut yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 39).

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Menetapkan :

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN
2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000
tentang  Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010
tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin
Gangguan(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 8);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2016
tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 37),

berikut semua ketentuan pelaksanaannya dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd
H. HERDIAT SUNARYA
Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT (17/281/2019)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA

II.

TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

UMUM

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017, disebutkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50/3231/SJ
tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera
melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan izin gangguan dan
pungutan retribusi izin gangguan sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017 ditetapkan, serta tidak melakukan pemungutan
retribusi izin gangguan karena menghambat iklim investasi di daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Gangguan beserta perubahannya perlu dicabut yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 84



